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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengelolaan  

 

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau 

pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Menurut Stoner (dalam Kaho 1997: 228) 

manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan 

pernyataan Giffin dalam jurnal yang beralamat di 

http://www.google.co.id/url?sa=t&sourcece=web&cd=1&ved=0CCMQFJAA&url-

http%3A%2Feprints.uny.ac.id%2F7900%2F3%2Fbab2%2520-

%252006101244019.pdf&ei=O3wfU9ukM4PZigf0s4GQCQ&usg=AFQjCNGqoT81

TdoW-k4dsoNFLMJoigRehQ&sig2=dwkgEvziHJpli90z7JqGmA.  

 

“management is the process of planning and decision making, organizing, 

leading and controlling and organization human, financial, physical and 

information recources to archieveorganizational goals in an efficient and 

effective manner”. (manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 

organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&sourcece=web&cd=1&ved=0CCMQFJAA&url-http%3A%2Feprints.uny.ac.id%2F7900%2F3%2Fbab2%2520-%252006101244019.pdf&ei=O3wfU9ukM4PZigf0s4GQCQ&usg=AFQjCNGqoT81TdoW-k4dsoNFLMJoigRehQ&sig2=dwkgEvziHJpli90z7JqGmA
http://www.google.co.id/url?sa=t&sourcece=web&cd=1&ved=0CCMQFJAA&url-http%3A%2Feprints.uny.ac.id%2F7900%2F3%2Fbab2%2520-%252006101244019.pdf&ei=O3wfU9ukM4PZigf0s4GQCQ&usg=AFQjCNGqoT81TdoW-k4dsoNFLMJoigRehQ&sig2=dwkgEvziHJpli90z7JqGmA
http://www.google.co.id/url?sa=t&sourcece=web&cd=1&ved=0CCMQFJAA&url-http%3A%2Feprints.uny.ac.id%2F7900%2F3%2Fbab2%2520-%252006101244019.pdf&ei=O3wfU9ukM4PZigf0s4GQCQ&usg=AFQjCNGqoT81TdoW-k4dsoNFLMJoigRehQ&sig2=dwkgEvziHJpli90z7JqGmA
http://www.google.co.id/url?sa=t&sourcece=web&cd=1&ved=0CCMQFJAA&url-http%3A%2Feprints.uny.ac.id%2F7900%2F3%2Fbab2%2520-%252006101244019.pdf&ei=O3wfU9ukM4PZigf0s4GQCQ&usg=AFQjCNGqoT81TdoW-k4dsoNFLMJoigRehQ&sig2=dwkgEvziHJpli90z7JqGmA


12 

 

Menurut Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi 

pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading) dan pengawasan 

(controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 

mengorganisir, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan, 

menurut Sahdan, dkk. (2006: 23) pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi.  

 

Berdasarkan definisi manajemen di atas secara garis besar tahap-tahap dalam 

melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau 

pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini pengelolaan diartikan sebagai 

proses yang dijalankan oleh suatu organisasi (Pemerintah Desa maupun masyarakat) 

dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini pengelolaan meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 

 

 

 

B. Alokasi Dana Desa 

 

 

 

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta 
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pelayanan masyarakat. ADD bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi 

Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk 

Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana 

yang diberikan kepala desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. 

 
 

Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan untuk ADD menggunakan istilah yang 

berbeda. Hal ini dimungkinkan mengingat keanekaragaman bahasa dan adat istiadat 

di Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 

Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Asli Kampung yang disebut Alokasi Dana 

Kampung (ADK) adalah perolehan bagian keuangan Kampung dari Kabupaten 

Lampung Tengah. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa dana dari kabupaten/kota diberikan 

langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% 

digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan 

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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Menurut Soemantri (2011: 166) bahwa presentase penggunaan Alokasi Dana Desa 

ditetapkan 70% untuk pembiayaan pelayanan publik dan perberdayaan masyarakat, 

diantaranya: 

a. Penanggulangan kemiskinan diantaranya pendirian lumbung desa 

b. Peningkatan kesehatan masyarakat diantaranya penataan posyandu 

c. Peningkatan pendidikan dasar 

d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti prasarana pemerintahan, 

prasarana perhubungan, prasarana produksi, prasarana pemasaran dan 

prasarana sosial. 

e. Penyusunan dan pengisian profil desa, penyediaan dara-data, buku 

administrasi desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya 

f. Perberdayaan sumber daya aparatur desa 

g. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK 

h. Kegiatan perlombaan desa 

i. Penyelenggaraan musyawarah pemerintahan desa 

j. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 

k. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 

l. Peningkatan potensi masyarakat bidang keagamaan, pemuda olahraga 

m. Kegiatan lainnya untuk yang diperlukan oleh desa 

 

Sedangkan 30% lagi untuk biaya operasional pemerintahan desa yaitu untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa 

meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding 

b. Biaya operasional tim pelaksana bidang pemerintahan. 

c. Biaya tunjangan Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan dan 

operasional BPD , honor ketua RT/RW serta penguatan kelembagaan 

RT dan RW. 

d. Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa. 

e. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 
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1. Tujuan Alokasi Dana Desa  

 

Menurut Soemantri (2011: 157) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut. 

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masyarakat 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan 

d. Meningkatkanpengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 

mewujudkan peningkatan sosial 

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat 

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat 

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 

 

 

2. Manfaat Alokasi Dana Desa 

 

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota 

yakni sebagai berikut. 

a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa 

mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada 

Kabupaten/Kota 

b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan 

pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih 

bermanfaat untuk jangka panjang (Tim FPPD, 2005). 

 

 

 

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk. (2006: 7)  sebagai berikut. 

a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat 

mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat 

dipelihara secara baik demi keberlanjutannya 

b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih 

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa 
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c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional 

pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional 

pemerintahan pemerintaha desa besarnya tidak pasti 

d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus 

lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam 

mengelola persoalan pemerintaha, pembangunan serta sosial 

kemasyarakatan desa 

f.    Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa  

g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat 

untuk menekan terjadinya penyimpangan 

h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok 

perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain 

dapt tercipta. 

 

 

3. Peruntukan Alokasi Dana Desa 

 

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) peruntukan ADD adalah sebagai berikut. 

a. Untuk biaya pembangunan desa 

b. Untuk pemberdayaan masyarakat 

c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa 

d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa 

e. Untuk tunjangan aparat desa 

f. Untuk operasional pemerintahan desa 

g. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan melawan 

hukum. 

 

Sejalan dengan hal tersebut Soemantri (2011: 169) bahwa pelaksaan kegiatan-

kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya 

dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan 

Bupati/Walikota, maka peruntukan ADD sebagai berikut. 

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil 

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes 

c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan 
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d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman 

e. Teknologi Tepat Guna 

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan 

g. Pengembangan sosial budaya 

h. Dan sebagainya yang dianggap penting 

 

 

4. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) 

  

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim 

Pembina Tingkat Kabupaten, Tingkat Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim 

Pelaksana Tingkat Desa.  

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten 

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut. 

1. Merumuskan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa  

2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

3. Menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana 

Desa 

 

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan 

Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan ditentukan 

oleh Camat dengan susunan sebagai berikut. 

Penanggungjawab  : Camat 

Ketua     : Sekretaris Camat 

Sekretaris  : Kepala Seksi yng membidangi 

Pemberdayaan Masyarakat  : 1. Kepala Seksi yang membidangi 

Pemerintahan, 2. Kepala Seksi yang 

membidangi Perencanaan, 3. Kepala 

Seksi yang membidangi Prasarana 

Umum 
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Menurut Soemantri (2011: 164) Tim Pembina Tingkat Kecamatan 

mempunyai tugas sebagai berikut. 

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan 

kegiatan Alokasi Dana Desa 

2. Memverifikasi proposal dan persyaratan lainnya 

3. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana 

Desa 

4. Menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan 

keuangan 

5. Menyelesaikan permasalahan ditingkat desa dan melaporkan kepada 

Tim Pembina Tingkat Kabupaten 

 

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa 

Menurut Soemantri (2011: 165) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut. 

  Ketua   : Kepala Desa 

 Sekretaris  : Sekretaris Desa 

Bendahara  : Kepala urusan yang membidangi Keuangan 

Anggota  : Kepala Urusan Terkait 

Pelaksana Teknis       : 1. LPM, 2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa, 

3. Organisasi kepemudaan di Desa, 4. 

Pemuka Agama/Adat, 5. Lembaga 

Kemasyarakatan Lainnya yang ada di desa 

 

 

 

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam 

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 
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1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk 

masyarakat. 

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis 

dan hukum. 

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, 

terarah dan terkendali. 

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sengat 

terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang 

dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa. 

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang 

berlaku. 

 

Menurut Soemantri (2011: 158) rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa 

sebagai berikut. 

1. Azaz merata adalah besarnya bagian bagian Alokasi Dana Desa yang sama 

untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal 

(ADDM) 

2. Azaz Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai 

Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu 

(misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan 

lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) 

 

 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa  semua proses harus dijalankan melalui musyawarah 

desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD 
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termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang 

transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, 

sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteran masyarakat desa. Menurut 

Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan 

APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan 

APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance, yakni: 

1. Partisipasif 

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai 

dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya 

dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja 

(pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh 

masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, 

kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya. 

2. Transparan 

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain 

itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai 

tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang 

menggunakan dana ini. 

3. Akuntabel 

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, 

pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa. 

4. Kesetaraan 

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan 

kedudukan yang sama. 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hal 

tersebut pengelolaan ADD di desa Gayau Sakti diselenggarakan meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. 
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1. Tahap Perencanaan 

 

Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan 

penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu 

dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara 

mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan 

sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Hal tersebut sesuai dengan Arikunto 

(1993:38) aspek perencanaan,meliputi: 

a. Apa yang dilakukan? 

b. Siapa yang melakukan? 

c. Dimana akan dilakukan? 

d. Apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan? 

e. Bagaimana melakukannya? 

f. Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maksimum ? 

 

 

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya 

dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi 

diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang 

penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan 

demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam 

proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan 

gagal. 

 

Perencanaan pada dasarnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus 

menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang 

ada untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan konsep di atas dapat 
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dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang 

dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan 

dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda 

tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan 

(Suharto, 2010: 75).  

 

Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan 

penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi 

masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai 

kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2010: 76). 

Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian 

keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, 

para perencana (stakeholders) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi dan 

komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-srategi, tugas-tugas 

dan prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan 

pemecahan masalah (Suharto, 2010: 78). 

 

Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka perencanaan dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku 

(Pengelola ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah 

yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk 

memecahkan masalah tersebut. Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 

perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD Desa Gayau Sakti dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
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Penyusunan rencana kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi 

kegiatan sebagai berikut. 

a. Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa 

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang 

terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Evaluasi secara khusus. 

Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat dikelola dengan baik dan 

sesuai dengan kepentingan masyarakat.  

b. Kepala desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim 

Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai 

kebutuhan peraturan yang berlaku. 

c. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang 

penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan. 

d. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail 

tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk 

rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari 

masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku. Dalam hal ini Tim 

Pelaksana ADD Desa Gayau Sakti bersama-sama dengan masyarakat 

mengidentifikasi masalah yang paling dibutuhkan yang selanjutnya 

diimplemntasikan dalam program yang akan didanai oleh ADD. 

e. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
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2. Tahap Pelaksanaan  

 

Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is grouping activities, assigning 

activities an providing the authority necessary to carry out the activities 

(pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-

kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. 

Pelaksanaan atau Organizing dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan 

dan pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan 

satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-

masing untuk dapat mewujudkan tujuan 

 

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi 

kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada 

orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 

71). Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah 

pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang 

dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. 

  

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan 

pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian 

pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk 

mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).  
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Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan dalam penelitian ini 

adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik 

berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna 

dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat ditegaskan 

bahwa tahap pelaksanaan ADD pada penelitian ini adalah kegiatan pencairan dan 

penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-pgoram 

kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam 

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanan ini, mulai dari pencairan 

dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.   

 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam 

APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada 

Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 

30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesaar 70 % untuk 

biaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap pelaksanan ini terdapat dua proses yaitu 

mekanisme penyaluran dan pencairan. Alokasi Dana Desa dalam APBD 

Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.  

 

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjukkan berdasarkan 

Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi 

Dana Desa kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda 

Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping 

Kecamatan. Bagian Pemeritahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan 
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berkas pemohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda 

Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian 

Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKK-AD akan menyalurkan 

Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan 

Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan 

dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota. 

 

Tahap pelaksanaan ADD meliputi kegiatan sebagai berikut. 

a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim Pelaksana 

Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang 

diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim 

Pelaksana bidang Pemerintahan 

c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim 

Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan  

 

 

 

3. Tahap Pengawasan 

 

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah 

dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah 

ditetapkan sebelumnya (Suharno NS, 2004: 128). Pengawasan meliputi kegiatan 
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pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung 

atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah 

direncanakan tercapai dengan baik. Sejalan dengan Suharto (2010: 118) monitoring 

atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan. 

 

Menurut Suharto (2010: 118) tujuan pengawasan meliputi: 

1. Mengetahui bagaimana masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana 

digunakan 

2. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan 

3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak 

4. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan 

dengan yang diharapkan 

 

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan 

untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu 

kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang 

dilakukan. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dalam penelitian ini dapat diartikan 

sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana 

dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk 

pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. 

Pengawasan dalam konteks penelitian ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada 

Desa Gayau Sakti dilakukan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan Seputih Agung 

dan Tim Fasilitas Kabupaten Lampung Tengah. 
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Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, 

Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. 

Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, diantaranya 

seperti pertemuan kampung, pertemuan kelompok (kelompok tani, kelompok 

nelayan, kelompok usaha dan lain-lain), kunjungan lapangan, studi banding ke desa 

lain maupun hanya dengan mempelajari dokumen tertentu. 

 

Pada tahap pengawasan bentuk kegiatan sebagai berikut. 

b. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim 

Fasilitas Tingkat Kabupaten.  

c. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistensi. 

 

 

 

4. Tahap Pertanggungjawaban 

Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) mengatakan: 

“pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang 

dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang 

dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat 

pertanggungjawaban mereka” 

 

Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah 

sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai 

hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik. 
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Berdasarkan pernyataan di atas pertanggungjawaban dalam penelitian ini adalah 

laporan-laporan berkala yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Pelaksana 

ADD Gayau Sakti. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu 

dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping 

Tingkat Kecamatan secara bertahap. 

 

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, 

sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBdes. Pada 

tahap ini bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes dibiayai dari ADD 

dibedakan dalam dua indikator, meliputi: 

a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses 

pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup: 

1. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana 

2. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya 

3. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

b. Pelaporan ADD meliputi: 

 1.  Pelaporan kegiatan 

-   Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada 

Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. 

-   Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari 

seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim 

Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. 
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-   Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim 

Pengendali dan melaporkan kepada Bupati. 

 2.  Pelaporan Keuangan  

-   Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara 

teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa. 

-   pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan 

dilaporkan kepada Bupati melalui Camat 

  -   pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Sumber Pendapatan Kampung bahwa penyampaian pertanggungjawaban 

meliputi.  

a. Kepala Kampung bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pendapatan 

Kampung kepada Bupati. 

b. Kepala Kampung melaporkan penggunaan Dana Pendapatan  Kampung 

kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun anggaran. 

c.  Kepala Kampung memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 

kepada Badan Permusyawaratan Kampung. 

 

 

 

D. Pembangunan Perdesaan 

 

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005: 04) mengatakan bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 



31 

 

secara terencana. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001: 47) 

pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu 

keadaan yang dipandang lebih bernilai.  

 

Pembangunan menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 

Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan adalah upaya untuk 

melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan 

masyarakat disegala bidang baik desa maupun kelurahan. Pembangunan menurut 

Soejatmiko dalam Nasution (2004: 90) yaitu: 

Kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan 

didalam semua komponen masyarakatsecara memungkinkan bangsa yang 

bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan 

lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin 

tunjuk pada persaingan. 

 

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha 

perubahan untuk menjadi keadaan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.  

 

Sementara itu, pembangunan desa menurut Kansil (2003: 134) adalah pembangunan 

yang dilakukan di desa atau kampung secara menyeluruh dan terpadu dengan 

imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta pemerintah 

wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, 

sedangkan masyarakat kampung memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa 

dan swadaya gotong royong pada pada setiap pembangunan yang diinginkan. 

Pembangunan skala desa adalah pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya 

dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa 

setempat. Sejalan dengan hal tersebut Sumodiningrat dan Riant Nugroho (2005: 186) 



32 

 

menyebutkan bahwa pembangunan meliputi tiga aspek yakni politik, ekonomi dan 

sosial.  

 

Pembangunan ekonomi perdesaan menekankan pada sektor pertanian karena sebagian 

besar penduduk di Indonesia bermata pencaharaian bertani dan tinggal di desa. 

Pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan pendekatan terbaru. Pembangunan 

infrastruktur perdesaan penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat sehingga 

mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat desa. 

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di 

pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan mandiri seluruh masyarakat yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.  

 

Sementara itu menurut Muhi (2011: 4) dalam Jurnal Fenomena pembangunan desa  

terdapat dua aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi: 

1. Pembangunan perdesaaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek 

utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan 

desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan 

sebagainya 

2. Pembangunan perdesaan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu 

pembangunan yang aspek utamanya aspek utamanya aspek pengembangan 

dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah 

perdesaaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, 

pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan 

utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal 

agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi 

dan politik 

 

 

Berdasarkan perjelasan di atas yang dimaksud dengan pembangunan perdesaan dalam 

penelitian ini yakni perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu 
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keadaan menuju ke keadaan yang lebih baik. Pembangunan perdesaan pada Desa 

Gayau Sakti berorientasi pada pembangunan fisik. Kegiatan pengelolaan keuangan 

desa baik ADD maupun sumber pendapatan keuangan lain bahwa pembangunan di 

Desa Gayau Sakti berorientasi pada infrastruktur yang menunjang pada aspek 

ekonomi, politik dan sosial budaya. 

 

 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan pembangunan ke arah yang lebih maju. 

Berbagai program disiapkan untuk mendukung tujuan pembangunan yang tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataannya masih 

terjadi ketimpangan pembangunan baik karena perbandingan perkotaan dan 

perdesaan maupun karena kondisi sosial.  

 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam menghadap kenyataan diatas adalah 

dengan memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan 

otonomi desa masing-masing, sehingga pemerintah desa harus mampu 

menyelenggarakan kewenangan, kewajiban dan tugas untuk mengatur dan mengurus 

kepentingannya sendiri. Penyelenggaraan kewenangan, kewajiban dan tugas 

pemerintah desa dibutuhkan sumber pendapatan desa. 

 

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1. 

Desa memiliki Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang kecil dan sumber 

pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, 2. 
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Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai 

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi, 3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya 

dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. Menanggapi 

permasalahan tersebut pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah 

satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah miniml 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

 

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berpedoman pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Pendapatan Asli desa. Rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk operasional desa 

dan 70% untuk penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Proses 

pengelolaan ADD di desa Gayau Sakti dihadapkan pada kinerja pemerintah desa yang 

kurang serta keadaan fisik desa yang memprihatinkan meskipun sudah tiga kali 

berturut-turut memperoleh ADD. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan ADD pada Desa Gayau SAkti 

Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah (berfokus pada pencanaan, 

pelaksanaan meliputi pencairan dan penyaluran, pengawasan, pertanggungjawaban 

ADD) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ADD tersebut.  

 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut akan diketahui pengelolaan Alokasi Dana Desa 

pada Desa Gayau Sakti diselenggarakan sesuai atau tidak dengan peraturan yang 

berlaku. Pengelolaan ADD oleh pemerintah desa akan berimplikasi pada 
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pembangunan perdesaan. Pembangunan dapat terlihat dari segi operasional 

pemerintah dan pemberdayaan masyarakatnya 

 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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kegiatan 

2. Pencairan ADD 

3. PenyaluranADD 

Pengawasan: 
1. Kepala Desa 

2. Tim pengawas 
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Pertanggungjawaban: 
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camat 
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